
KEPUTUSAN KETUA 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BARRU 

NOMOR : 0003 /HK.01.01/K.SN-02/01/2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU 

(GAKKUMDU) 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU 

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BARRU 

Menimbang a. Sahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Mengingat 

tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman

dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Sawaslu, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sawaslu setelah berkoordinasi

dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

c. Sahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Sadan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Penetapan Keanggotaan Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasakan

Keputusan Ketua Sawaslu/Sawaslu Provinsi/Sawaslu Kabupaten/Kota secara

berjenjang;

d. Sahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan

huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sadan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Sarru tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum

Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Sawaslu Kabupaten Sarru pada Pemilihan Umum

Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
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